
BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR

SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, masih terdapat beberapa ketentuan
yang belum diatur sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung Dengan Mengubah Undang-Undangn Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negar Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan



Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi
Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan
Publik;

10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama
Domain Instansi Penyelenggaran Negara;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi Dan Informatika;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

14.Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020
tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 236);

17.Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
22 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 Diubah Sebagai berikut:
Pasal 40

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c disusun dengan berpedoman pada:
a. Peta rencana SPBE Nasional;
b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
c. Rencana strategis Pemerintah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. layanan SPBE;
d. infrastruktur SPBE;
e. aplikasi SPBE;
f. keamanan SPBE; dan
g. audit TIK SPBE.

(4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
untuk dijadikan pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan
SPBE yang terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan
dilakukan review pada paruh waktu, tahun akhir pelaksanaan
dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(5) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan:
a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
b. perubahan rencana strategis Nasional;
c. perubahan arsitektur SPBE; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.



2. Ketentuan Pasal 54 diubah Sebagai Berikut:

Pasal 54

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf d harus diterapkan oleh seluruh unit kerja
dalam penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk melindungi data
dan informasi milik Pemerintah Daerah dalam keberlangsungan
SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di
dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab.

(2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dengan berkonsultasi
dan/atau koordinasi dengan Dinas yang dilakukan melalui
serangkaian proses yang meliputi:
a. penetapan ruang lingkup;
b. penetapan penanggung jawab;
c. perencanaan;
d. dukungan pengoperasian;
e. evaluasi kinerja; dan
f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam
SPBE.

3. Ketentuan Pasal 62 diubah Sebagai Berikut:

Pasal 62

(1) Audit TIK SPBE terdiri atas:
a. audit infrastruktur SPBE;
b. audit aplikasi SPBE; dan
c. audit keamanan SPBE.

(2) Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
b. fungsionalitas TIK;
c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
d. aspek TIK lainnya.

(3)Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan
Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah.

(4)Pelaksanaan audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Auditor yang tersertifikasi oleh Lembaga
Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5)Dinas menyelenggarakan Audit Internal paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum pelaksanaan audit oleh Auditor sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

ttd

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
NOMOR :12


